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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetattain menganalisis pemungutan dan pelaporan
retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan paakasRiingkungan Hidup Kota Baubau. Populasi
dalam penelitian ini adalah laporan realisasi @&get pendapatan retribusi pelayanan persampahan
/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hudip Kota BauliBardasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan maka diperoleh hasil bahwa Restribusayman persampahan/kebersihan diatur dalam
Perda Kota Baubau No. 17 Tahun 2012. Pemungutarbres sampah di Kota Baubau dilakukan
dengan cara Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahatakokan pendataan wajib restribusi, lalu
menetapkan wajib restribusi pada setiap keluarahpemungutan restribusi pelayanan
persampahan/kebersihan setiap bulan akan dilakukteh petugas pemungut restribusi yang
ditetapkan oleh Walikota Baubau. Dengan menggunakikumen berupa karcis yang
pembayarannya harus dilakukan secara tunai, ditaksa setiap bulan paling lambat tanggal 10, jika
belum dibayarkan maka penagih restribusi wajib rggmalang, jika wajib distribusi tidak membayar
tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sadksingstrasi berupa denda 2% setiap bulan dari
restribusi yang terutang. Pelaporan restribusi yaglan persampahan /kebersihan oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kota Baubau dilakukan dengan bkada menerima rekapan penagihan lalu
mengisi berita acara rekomendasi pendapatan (BARBhgisi laporan realisasi pertriwulan dan
mengisi surat tanda setor yang akan di tandatangehi Bendahara Penerima dan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup. Lalu kemudian akan dipertangguag/abkan kepada pemerintah daerah
khusunya Walikota Baubau.

Kata Kunci : Pemungutan, Pelaporan, Restribusi Pelayanan Persampahan/ K eber sihan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine andyareahe collection and reporting of retribution for
waste/cleaning services at the Baubau City Enviremtiad Service. The population in this study is a
report on the realization and target of retributiolor waste/cleaning services at the Hudip
Environmental Service of Baubau City. Based onréiselts of the research that has been done, the
result is that the garbage/cleaning service feesragulated in the Baubau City Regional Regulation
No. 17 of 2012. Garbage levy collection in Baubaty & carried out by means of the Environment
and Kelurahan Service collecting data on mandatetyibution, then determining the mandatory
levy on each output, collection of retribution fgarbage/cleaning services every month will be
carried out by retribution collectors determined twg Mayor of Baubau . By using a document in the
form of a ticket for which payment must be madeassh, carried out every month no later than the
10th, if it has not been paid, the retribution ealtior must re-bill, if the distribution obligatoiods not
pay on time or pays less he is subject to admatist sanctions in the form of a 2% fine every hont
from debts owed. Reporting of retribution for gagb#cleaning services by the Baubau City
Environmental Service is carried out by the treasueceiving billing recaps and then filling outeth
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income recommendation report (BARP), filling owt tjuarterly realization report and filling out a
letter of deposit which will be signed by the Reiogi Treasurer and the Head of the Environmental
Service. Then it will be accountable to the locadgrnment, especially the Mayor of Baubau.

Keywords: Collection, Reporting, Retribution For Waste/Cleaning Services
1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakanalsaki setiap warga Negara Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Rkepattnesia Nomor 32 tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungamuphidOleh karena itu, Negara dan
pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bejlkanauntuk melakukan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksamsanbangunan berkelanjutan agar
lingkungan hidup diindonesia dapat tetap menjaditser dan penunjang hidup bagi rakyat
Indonesia serta mahluk hidup lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004ngr@rimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hakkdamjiban daerah yang dapat dinilai
dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam peraggiokeuangan daerah. Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagai mana dimaksudkan merupakagistem dari Sistem Pengelolaan
Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalamgelpaggaraan pemerintah.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjaginkegan daerah didanai dari atas
beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karengaity harus diperhatikan adalah
seberapa besar total pendapatan daerah yang ddapdblam satu tahun anggaran.
Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggumdiysan daerah, oleh karenanya
kemampuan melaksanakan ekonomi di ukur dari beaakowtribusi yang diberikan oleh
pendapatan asli daerah terhadap total APBD. Selvagaa diatur dalam pasal 6 Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganr{gumAntara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan AstaDgPAD) terdiri dari : (1) Pajak
Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Kengelold&kayaan yang dipisahkan; dan (4)
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gunaapaiman pelayanan dan pelaksanaan
pembangunan secara efektif dan efisien, maka se@aapah harus secara kreatif mampu
menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya esusuionber pendapatan asli daerah.
Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerap patensial adalah dari sektor
pelayanan persampahan.

Dengan pertimbangan bahwa retribusi daerah merapas@ah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai lpaggaraan pemerintahan daerah dan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehpeggiapengaturan berdasarkan prinsip
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demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran sertyam#at dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah. Karena populasi dantikhan hidup meningkat sehingga
menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan makanemberi peluang kepada

pemerintah kota Baubau untuk melakukan pemungetaibusi sampah dengan menerapkan
perda mengenai retribusi sampah sebagai acuan @gam melakukan pemungutan

mempunyai patokan atau dasar.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muiamggghimpun data objek dan
subjek retribusi yang terutang, sampai dengan tagigenagihan retribusi atau retribusi
yang terutang kepada wajib retribusi yang terutsemga engawasan penyetorannya ( Yuniar
Noor Erdaini, 2015 ). Sampah merupakan material yasg yang dibuang sebagai hasil dari
proses produksi, baik itu rumah tangga maupun imdusampah-sampah yang dihasilkan
baik rumah tangga maupun industri tersebut hardkelaa dengan baik agar tidak
menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan danyayakat. Sampah jika tidak dikelola
dengan baik dapat menyebabkan masalah lingkungambersifat merugikan. Sampah yang
menumpuk dan membusuk di lingkungan hidup manusgatdmenimbulkan penyakit dan
mengganggu kesehatan serta mengganggu estetikeurigan. Selain itu, sampah yang
berserakan di daerah aliran air dapat menyumbahad® dan menyebabkan terjadinya
banjir, maka dari itu sampah perlu dikelola denbait.

Menurut Rizal (2011) pengelolaan sampah sangaemtukan oleh peraturan yang
mendukungnya. Peraturan-peraturan tersebut medibatkewenang dan tanggung jawab
pengelola kebersihan serta partisipasi masyaraatdmenjaga kebersihan dan pembayaan
retribusi. Pengelolaan sampah termasuk ke dalanatkégyang saling menguntungkan satu
satu sama lain yakni antara masyarakat dan pemlerifasyarakat akan merasakan dampak
positif dari pengelolaan sampah yang dilakukan gbetmerintah seperti berkurangnya
penumpukan sampah, berkurangnya pencemaran lingkusgrta mengurangi bencana
seperti banjir yang disebabkan oleh penumpukan shmpcara berlebih. Bagi pemerintah
pengelolaan sampah ini dapat menghasilkan pendapatag bersumber dari retribusi
sampah. Landasan hukum pengelolaan sampah di Isidodmtur dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampaharigrdndang Nomor 18 Tahun
2008 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adaj@tdee yang sistematis, menyeluruh,
dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan ganan sampah. Proses pengelolaan
sampah adalah salah satu kegiatan yang menghagikadapatan bagi pemerintah daerah
setempat karena salah satu pendapatan asli dakakai @ari retribusi daerah. Salah satunya

yakni retribusi pelayanan persampahan dan kebersa@am rangka menunjukan identitas
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Kota Baubau yang SEMERBAK ( Sejahtera, Menawan, &amBersih, Aman dan
Membawa Kenangan), Oleh karena itu pemerintah Ratzbau mengeluarkan perda tentang
pengelolaan sampah.

Landasan hukum pengelolaan sampah di Kota Baultur dalam Peraturan Daerah
(Perda) yakni Peraturan Daerah Kota Baubau Nomoirdffun 2012 Tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Bab 1 pasait Il@ynenyebutkan bahwa” Retribusi
pelayanan persampahan / kebersihan adalah pungantgndilakukan oleh Pemerintah Kota
Baubau kepada seluruh pemilik atau pemakai pdissl jasa penyelenggaraan kebersihan di
wilayah Kota Baubau” Tujuan dari pembentukan peeatwlaerah ini dilandasi oleh semakin
meningkatnya perkembangan masyarakat di Kota Badisautai dengan semakin tingginya
perilaku konsumtif yang mengakibatkan peningkatalnme sampah, maka Pemerintah Kota
Baubau perlu menyiapkan kebijakan yang mengatuamngnpelayanan persampahan dan
kebersihan untuk mengurangi/ mengangkut sampah giagilkan dari aktivitas penduduk
guna dikelola dengan baik sehingga tidak menimbuji@ncemaran lingkungan serta tidak
terjadinya penumpukan sampah secara berlebih dza pertujuan untuk meningkatkan
efektifitas dalam pemberian pelayanan persampalepada masyarakat serta untuk lebih
meningkatkan  pendapatan  asli daerah dari  sektor ribust  pelayanan
persampahan/kebersihan.

Retribusi daerah menurut Munawir (2011) di defdwisisebagai “iuran rakyat kepada
pemerintah berdasarkan undang-undang yang dapaksdikan dengan mendapatkan jasa
balik atau kontraprestasi dari pemerintah secagslang dan dapat ditunjuk”. Salah satu cara
untuk mengatur system pemungutan adalah dengak gagah dan retribusi daerah yang
telah diatur oleh undang-undang Nomor 18 tahun 1997

Retribusi sampah sebagai salah satu sumber Peadapsit Daerah yang bersumber
dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukah Di@as Kebersihan dan Pertamanan
Kota Baubau. Selama ini pungutan daerah baik bepapak dan retribusi diatur dengan
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajatatiadan retibusi daerah.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yaaf thjelaskan di atas maka peneliti
sangat tertari untuk melakukan penelitian tentaestribusi dampah maka judul dalam
penelitian ini adalah “Analisis Pemungutan dan pPe&lan Retribusi Pelayanan
Persamphan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hicatp Raubau”. Dengan tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengginglemungutan dan pelaporan retribusi

pelayanan persampahan/ kebersihan pada Dinas lrigghuHidup Kota Baubau.
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2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Retribusi Daerah

Definisi syamsi dalam Agustina (2015) retribusi opakan iuran dari suatu masyarakat
(individu) yang bersangkutan dan ditetapkan bem#tasa peraturan pemerintah yang
prestasinya dilihat secara langsung dan pelaksagpaatapat dipaksakan.

Menurut Permana (2013) retribusi adalah yang dihlednra kepada seseorang karena
jasa secara langsung. Retribusi seperti halny& gimjak langsung dapat di hindarkan oleh
masyarakat dapat tidak membayar dengan menolaknaagambil manfaat terhadap jasa
yang disediakan untuk masyarakat.

Menurut Munawir (2011) didefinisikan Retribusi Dakrsebagai "iuran rakyat kepada
pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapksdikan) dengan mendapatkan jasa
balik atau kontra prestasi dari pemerintah secamgsung dan dapat ditunjuk”. Salah satu
cara untuk mengatur sistem pemungutan adalah degpajak daerah dan retribusi daerah
yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 t&lffv, dan yang telah disempurnakan
dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentajagg Paerah dan Retribusi Daerah.

Aturan pelaksanaannya berdasarkan pada PeratunaeriRah Nomor 65 tahun 2001
tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah N@thdahun 1997 tentang Retribusi
Daerah. Menurut Mardiasmo (2017:15) menjelaskatribusi daerah adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemiaritartentu yang khusus disediakan dan
atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingang@pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian dapat di simpulkéwa retribusi daerah adalah
provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam matiggpotensi sumber-sumber
keuangannya dengan menetapkan jenis retribusinsgég telah di tetapkan, sepanjang
memenuhi kriteria yang telah di tetapkan dan sedamgan aspirasi masyarakat dan dapat
disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan p¢asakaian atau manfaat yang dapat di
peroleh secara langsung oleh seseorang atau badarakasa yang nyata pemerintah daerah.
2.2. Retribusi Pelayanan Per sampahan/K eber sihan
Berdasarkan Perda Kota Baubau No 17 Tahun 2012 aignRetribusi Pelayanan
Persampahan/kebersihan adalah pungutan yang dilaku@leh pemerintah kota Baubau
kepada pemilik atau pemakai persil atas jasa penggaraan kebersihan di wilayah kota
Baubau. Retribusi kebersihan adalah iuran atau pgutan yang di kenakan pada pemakai
jasa kebersihan yang di pungut berdasarkan undas@ng yang dapat pula di paksakan
dengan memperoleh imbalan yang dapat di nikmataraetangsung. Zurahniyah (2015)

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adabygman persampahan/ kebersihan
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yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pendara serta penyediaan lokasi
pemmbuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, irddusperdagangan; tidak termasuk
jalan umum dan taman.

2.2.1. Subjek dan Objek Retribus Pelayanan Per sampahan/K eber sihan

Pasal 125 UU PDRD mengatur bahwa subjek retrilassi umum adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasanuyang bersangkutan. Adapun
subjek retribusi jasa umum disebut sebagai wajiltbresi jasa umum apabila orang pribadi
atau badan yang menurut ketentuan peraturan pargndalangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk peoman atau memotongan retribusi
jasa umum.

Selanjutnya Pasal 109 UU PDRD mengatur mengenakaiefribusi jasa umum adalah
pelayanan yang disediakan atau diberikan PemeriDiadrah untuk tujuan kepentingan
umum dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmehi otang pribadi atau badan. Pasal
112 UU PDRD mengatur bahwa objek pelayanan pehseieebersihan yang di
selenggarakan oleh Pemerintah Daerah:

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya Kesilpembuangan sampah

sementara;

b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau Ipkasbangunan sementara ke

lokasi pembuangan pemusnahan akhir sampah; dan
Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir Bampa

d. Dikecualikan untuk pelayanan kebersihan jalan umiamman, tempat ibadah, sosial,

dan tempat umum lainnya.

Adapun subjek dan objek pelayanan persampahansieber di Kota Baubau
berdasarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 af@nRetribusi Pelayanan
persampahan/kebersihan. Subjek retribusi pelaypeasampahan/kebersihan adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau manikrfasilitas pelayanan
persampahan/kebersihan. Terkait objek retribusayaglan persampahan/kebersihan di kota
Baubau adalah meliputi

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumberny&é&silpembuangan sementara;

2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lodadiuangan dan sementara ke

lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampabh;

3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir Bampa

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaiman dinakpada ayat (1) adalah pelayanan

kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sasialtempat umum lainnya.
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2.2.2. Tata CaraPemungutan
Dalam pasal 14 Peraturan Daerah Kota Baubau Nd.ahtin 2012 mengatur tentang tata
cara pemungutan retribusi pelayanan persampahamsiean yaitu:
1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atalkurden lain yang
dipersamakan.
3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimgiasda ayat (2) dapat berupa
karcis, kupon, dan kartu langganan.
4) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dsudadalam pasal 3 disetor pada
kas Daerah.
5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetaplengan peraturan walikota
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan pegioddangan.
2.2.3. Tata CaraPembayaran Retribusi
Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2012 tentang RstriBelayanan Persampahan /
Kebersihan mengatur tentang tata cara pembayaranpdayetoran retribusi pelayanan
persampahan / kebersihan sampah, yakni Pasal d5cash pemungutan dan penyetoran
dengan ketentuan sebagi berikut :
1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus’
2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatidyaari sejak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat perabayatribusi ditetapkan
dengan peraturan Walikota.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinasgkungan Hidup Kota Baubau yang
beralamat di jalan Srikaya No. 1 Kelurahan Bukitl/éndah, Kecamatan Wolio.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Sebagai rujukan wilayah generalilasi yang terdatri dobjek atau subjek yang memiliki
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkaleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono (2017). Adapgang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah laporan realisasi dan tapgetdapatan retribusi pelayanan persampahan

/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hudip Kota Baubau
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3.2.2. Sampel

Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini laldadata target dan realisasi
penerimaan pendapatan retribusi persampahan/ Kedrensntuk mengetahui seberapa besar
penerimaan pendapatan retribusi pelayanan persampiedbersihan pada Dinas Lingkungan
Hudip Kota Baubau untuk untuk tahun 2021.

3.3. Jenisdan sumber data

3.3.1. JenisData

Berkaitan dengan tujuan penelitian ini adalah untokmberikan gambaran mengenai

pemungutan dan pelaporan retribusi persampahaer&ibbn di kota Baubau yang terjadi

secara obyektif, maka jenis data yang digunakaandd&poran ini data kualitatif dan data
kuantitatif. data kualitatif menurut Sugiyono (20fdalah data yang berbentuk kata, skema,
dan gambar. data kuantitatif menurut Sugiyono (2@talah data yang berbentuk angka atau
data kualitatif yang diangkakan.

3.3.2. Sumber Data

1. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkanrselzagsung dari sumber utamanya
seperti melalui wawancara, survei, eksperimen,sgdsagainya (Dedy & Sondakh, 2017).
Dalam penelitian ini berupa hasil wawancara perdgisgan pegawai yang bersangkutan
pada kantor dinas kebersihan dan pertamanan kateb®a data target dan realisasi
penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebarshun 2019-2021.

2. Data sekunder, sumber yang tidak langsung kepadgupgul data, misalnya lewat
orang lain atau lewat dokumen (Dedy & Sondakh,20Répelitian ini berupa data hasil
dari dokumentasi berupa karcis pada kantor dinaerkéhan dan pertamanann kota Bau-
bau tahun 2019-2021.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana diketahui bahwa untk memperoleh datg ngdevan dengan tujuan penelitian,

maka dugunakan teknik pengumpulan data sebag&uberi

1. Observasi (pengamatan)
Teknik observasi yaitu teknik penelitian dengaracaengumpulkan sejumlah data dan
kemudian mengamati kondisi objek penelitian. Obssirdilakukan pada penelitian ini
yaitu dengan cara melakukan pengamatan dari tetitiggkumpul pembuangan sampah
(TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

2. Dokumentansi
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Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-dateoddedokumentasi atau teknik
dokumentsi adalah suatu cara yang digunakan unéuigompulkan data yang ditujukkan
untuk memperoleh penjelasan melalui sumber-sumbkurden. Metode dokumentasi
adalah mencari data mengenain hal-hal atau vananlg berupa catatan, transkip, buku,
surat kabar, majalah, parasite, notulen rapat,legagenda dan sebagainya”. Metode
dokumentasi dalam penelitain ini digunakan untuknguenpulkan berbagai dokumen
penting, terutama dokumen-dokumen yang berupadapRealisasi Pendapatan Retribusi
pelayanan persampahan /kebersihan pada Dinas liggkuHudip Kota Baubau tahun
2021.
3. Wawancara

Mengajukan sejumlah pertanyaan lisan kepada oramg yaling banyak mengetahui
permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh dia informasi tentang efektifitas

pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dalam penelitiarwawancara ditujukan untuk

Kabit Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan Dlnagkungan Hudip Kota Baubau.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam peneliisadalah analisis Deskriptif Kualitatif

yang memusatkan perhatian pada sesuatu yang adgmrdenengumpulkan, mencatat,
menyusun, mengkasifikasikan dan menganalisis aeyajikan data yang diperoleh dalam

bentuk tabel dan akhirnya diambil dalam bentukrkesilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penéelitian

4.2.1. Pemungutan Retribus Pelayanan Per sampahan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa resirielayanan persampahan/kebersihan
diatur dalam Perda Kota Baubau No. 17 Tahun 20ithamh restribusi pelayanan
persampahan/kebersihan merupakan pungutan daebalyasepembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khususnya disediakam dlberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan pribadi atau badan. Hal ini dgkhn oleh Bapak Hasrudin Mukmin, SH
selaku Kabid Tata Lingkungan Evaluasi Dan Pelapbehwa:

“Restribusi pelayanan persampahan restribusi peteya persampahan/kebersihan
diatur dalam Perda Kota Baubau No. 17 Tahun 20i@\atha restribusi pelayanan
persampahan/kebersihan merupakan pungutan daerbhgsé pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya&diakan dan diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataddrd (5 September 2022,
pukul 09.00).
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Berdasarkan wawancara tersebut maka diketahui bghng menjadi subyek restribusi
adalah orang pribadi atau badan yang memperoletygren persampahan/kebersihan dari
pemerintah daerah. Adapun yang wajib untuk membeggiribusi pelayanan persampahan/
kebersihan adalah hotel, ruko, rumah makan, shawrowbil/motor, SPBU/pom bensin,
kategori usaha/rumah potong, apartemen, pasarmaiket/supermarket/pasar swalayan,
restoran, bengkel, asrama/ dormotori/kos-kosan/fuswesun, bar/diskotok dan sejenisnya,
terminal/pelabuhan/Bandar Udara, sarana olaragaartahiburan/rekreasi, sakit, rumah
bersalin, poliklinik/balai pengobatan, pendidikaempat pelatihan, perkantoran, tempat
ibadah/yaysan social, perumahan, gedung perteneraunpukan/bioskop.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hasrudin Mukmin, Skhbid Tata Lingkungan Evaluasi
Dan Pelaporan bahwa:

“subyek restribusi adalah orang pribadi atau badgang memperoleh pelayanan
persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah. Ydingjibkan untuk membayar
restribusi pelayanan persampahan/ kebersihan addiatel, ruko, rumah makan,
showroom mobil/motor, SPBU/pom bensin, kategorhasamah potong, apartemen,
pasar, minimarket /supermarket/pasar swalayan, omst, bengkel, asrama/
dormotori/kos-kosan/rumah susun, bar/diskotok dan ejerssnya,
terminal/pelabuhan/Bandar Udara, sarana olaragamen hiburan/rekreasi, sakit,
rumah bersalin, poliklinik/balai pengobatan, peridah, tempat pelatihan,
perkantoran, tempat ibadah/yaysan social, perumahan gedung
pertemuan/pertunjukan/bioskop” (5 September 202Rup09.01).

Tatacara pemungutan pajak restribusi adalah demdaas Lingkungan Hidup dan
Kelurahan melakukan pendataan wajib restribusy lalenetapkan wajib restribusi pada
setiap keluarahan, pemungutan restribusi pelaygessampahan/kebersihan setiap bulan
dilakukan oleh petugas pemungut restribusi yargfajikan oleh Walikota Baubau.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hasrudin Mukmin, 8ldbid Tata Lingkungan Evaluasi
Dan Pelaporan bahwa:

“Tata cara pemungutan pajak restribusi adalah demd@zinas Lingkungan Hidup dan
Kleurahan melakukan pendataan wajib restribusiylahenetapkan wajib restribusi
pada setiap keluarahan, pemungutan restribusi @elay persampahan /kebersihan
setiap bulan dilakukan oleh petugas pemungut tassii yang ditetapkan oleh
Walikota Baubau” (5 September 2022, pukul 09.10).

Dokumen yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidagalah karcis, pembayaran
restribusi harus dilakukan secara tunai, dilaksanaetiap bulan paling lambat tanggal 10,
jika belum dibayarkan maka penagih restribusi wajibnagih ulang, jika wajib distribusi
tidak membayar tepat waktu atau kurang membayaendikan sanksi administrasi berupa
denda 2% setiap bulan dari restribusi yang terutbliadjini dijelaskan oleh Bapak Hasrudin
Mukmin, SH bahwa:
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“Dokumen yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidalah karcis, pembayaran
restribusi harus dilakukan secara tunai, dilaksamaksetiap bulan paling lambat
tanggal 10, jika belum dibayarkan maka penagihrileasi wajib menagih ulang, jika
wajib distribusi tidak membayar tepat waktu atanang membayar dikenakan sanksi
administrasi berupa denda 2% setiap bulan dari nibssi yang terutang” (5
September 2022, pukul 09.15).

Penagihan restribusi pelayanan persampahan/keberaikan kadarluarsa dalam jangka
waktu 3 tahun sejak terhitungan utang restribusiddfuarasa penagihan akan diterbitkan
surat teguran dan untuk piutang restibusi persaargkébersihan tidak mungkin untuk
ditangih maka hak untuk membayar akan dihapusksmaselengan Perda Kota Baubau No.
17 Tahun 2012. Hal ini dijelaskan oleh Bapak HdsruMukmin, SH Kabid Tata
Lingkungan Evaluasi Dan Pelaporan bahwa:

“Penagihan restribusi pelayanan persampahan/kelensiakan kadarluarsa dalam

jangka waktu 3 tahun sejak terhitungan utang resisi. Kadaluarasa penagihan

akan diterbitkan surat teguran. dan untuk piutaegtibusi persampahan/kebersihan
tidak mungkin untuk ditangih maka hak untuk membakan dihapuskan sesuai
dengan Peratuaran Walikota Baubau Nomor 37 Tahuh92@5 September 2022,

pukul 09.20).

Setelah melakukan penagihan kemudian penagih meKgisol Setoran Bengol dan
Kotrol Setoran Tunai yang akan di tandatangani dehdahara penrima dan penagih, lalu
setiap bulan akan melakukan perekapan penagihdninHdijelaskan oleh Wa Ode Nur
Anisa selaku penagih restribusi persampahan/kétzarsiahwa:

“Setelah melakukan penagihan setiap bulan yang kienukami isi pada Kotrol
Setoran Bengol dan Kotrol Setoran Tunai untuk nag¢lgisa pembayaran dan siapa
yang telah melunasi tagihannya dan ini akan di tadgani oleh bendahara
penerima dan saya selaku penagih, lalu melakulerekapan penagihan bulannan
dan hasil perekapan kami berikan ke bendahara pereeuntuk dibuatkan laporan”
(5 September 2022, pukul 09.25).

Dibawah ini penliti cantumkan contoh mengenai farikatrol Setoran Bengol dan Kotrol
Setoran Tunai serta rekapan setiap bulan penagthibigsi persampahan/kebersihan pada
Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau yang penelipatakan dari hasil dokumentasi pada
bagian keuangan Dinas Lingkungan Hidup.

1. Contoh Kontrol Setoran Benggol

Surat kontrol setoran benggol adalah surat yanh wlajib retribusi digunakan untuk

melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi @&anyang terutang ke Dinas

Lingkungan Hidup Kota Baubau dengan menggunakag gabhang, logam atau benggol.

Adapun bentuk surat setoranya adalah sebagai beriku
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Gambar 1 Kontrol Setoran Benggol

LOKASI : Pasar Wameo

SYAHRIL DARMAH
NIP. 19860123 201409 1 001

‘ PENGAMBILAN PENYETORAN SISA
NO | KODE URAIAN
BLOCK LBR NILAT JUMLAH LBR NILAT JUMLAH LBR NILAT JUMLAH
0 i 3 3 4 S 6(8x5) v 8 9(7x8) 10 A1 12 (0x11) 13 14
1 |Tpe A-16 |Pedagang Bertempat| 80.00| 8,000 W 8000,00(1 \r7,520:“ 1,000 ﬁSU0,0UO - 500 1,000 (- 500,000 Des 75
2 |Tipe A-17 [Meja Sayur Tkan Bual 242.00 | 24,200/ 000 .ﬂ% 0 }3,@”31 000 zizao 000 (- 1,000 | 1,000 |- 1,000,000 | Des 22
— - i
[=2200.0009" 30,700,000 — 1,500,000
Bendahara Penerima, Penagh Retrbusi,

WA ODE NUR ANISA

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubatuta2021

2. Contoh Kontrol Setoran Tunai

Surat kontrol setoran tunai adalah surat yang olefib retribusi digunakan untuk

melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi @&anyang terutang ke Dinas

Lingkungan Hidup Kota Baubau dengan menggunakag kartas. Adapun bentuk surat

setoranya adalah sebagai berikut:

Gambar 2 Kontrol Setoran Tunai

NAMA : WA ODE NURANISA/
LOKAST : Pasar Wameo
30,700,000
PENGAMBILAN PENYETORAN SISA
T6L URAIAN KET

JML BLOCK|  LBR NILAI JUMLAH LBR | NILAI [ JUMLAH

LBR | NILAI | JUMLAH

1 3 4 5 6(4x5) 7 8 9(7x8)

10 | 11 [12(10x1)

3,200 | 1,000 | 3,200,000

04-01-2021 _ [Meja Sayur Ikan Bual 3200 3,200 1,000 | 3,200,000 1,000 -
04-01-2021 _ [Meja Sayur Tkan Bual . -] 2300 1,000 2,300,000

900 | 1,000 900,000

13

|18-01-2021 _|Meja Sayur kan Bual 20.00 | 2,000 1,000 | 2,000,000 1,000 2,900 | 1,000 | 2,900,000
01-02-2021 _ |Meja Sayur kan Buah - -] 1400 1,000 1,400,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500,000
19-02-2021 _ |Pedagang Bertempat 10.00 | 1,000 1,000 | 1,000,000 1,000 -] 1,000 [ 1,000 | 1,000,000

[Meja Sayur kan Buah 10.00 | 1,000 1,000 | 1,000,000 1,000 -] 2,500 | 1,000 [ 2,500,000
01-03-2021 _|Meja Sayur Ikan Buah N -] 2000 1,000 2,000,000 500 | 1,000 500,000
01-03-2021 _|Meja Sayur Ikan Buah 10.00 [ 1,000 1,000 1,000,000 1,000 -] 1,500 1,000 1,500,000
01-04-2021 _ [Pedagang Bertempat a -] 1,000] 1,000 1,000,000 0 1,000 N

[Meia Savirr Tean Ruiah -1 1son 1 toao | 1.500.000 ol 1000

Sumber: Data Dina;Lingkungan Hidup Kota Baubabuta2021

3. Contoh Rekap Bulanan

Setelah melakukan penagihan selanjutya akan diéakplerekapan untuk setiap tagihan

baik yang dilakukan secara beggol ataupun tunapuaa bentuk rekpan bulannya adalah

sebagai berikut.

Gambar 3 Rekapan Bulanan Penagih Restribusi Persampahan/K ebersihan

REKAP PERMINTAAN KARCIS 2022
NO PENYETOR JENIS KARCIS BLOK  LEMBAR

1. PEDAGANG BERTEMPAT (A-16)

Pedagang Bertempat 800 80,000
2. | IEJASAYUR/IKAN / BUAH (A-17)

Meja Sayur Ikan Buah 800 80,000
3. 110S/L0S/WARUNG (A-18)

Warung Kios Los 150 15,000
3. | ERUMAHAN SEDERHANA (A-19)

Perumahan Sederhana 800 80,000
5. | UMAH SAKIT BESAR (B-01)

Rumah Sakit Besar il 100

6. RUMAHTOKO (8-03)

NILAI JUMLAH ~ KET

1,000 80,000,000

1,000 80,000,000

2,000 30,000,000

6,000 480,000,000

250,000 25,000,000

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubatuta2021

Data real dari contoh data di atas dapat dilibaagbagian lampiran penelitian ini.
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Adapun masng-masing pengertian di atas mengenat setoran beggol dan surat
setoran tunai dijelakan oleh Wa Ode Nur Anisa selakenagih restribusi

persampahan/kebersihan bahwa:

“Surat setoran beggol itu adalah surat yang olehjitvaretribusi digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi sdimpang terutang dengan
menggunakan uang gobang, logam atau benggol. skdangurat setoran tunai sama
dengan surat setoran tunai tapi kalaw tunai mengdpam uang kertas” (11 Februari
2023, pukul 10.30).

4.2.2. Tarif Retribusi Persampahan / Keber sihan
BerdasarkanPerda Kota Baubau No. 17 Tahun 2012 (1) tentangilfest Pelayanan
Persampahan/Kebersihan diketahui bahwa StruktuBémsarnya Tarif Retribusi ditetapkan
berdasarkan besarnya volume sampah yang dibeBlemamya Tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kota Baubau

No Obyek Retribusi Golongan Besarnya Tarif
(Rp.)/Bulan
1 Perumahan a.Rumah sangat sederhana a. 5.000
b. Rumah Sederhana (36 s/d 54 m2|) b. 6.000
¢c. Rumah Menengah (54 s/d 120 m2 )c. 10.000
d. Rumah Mewah (120 m2 ke atas) | d. 15.000
2 Rumah dan Toko 30.000
(Ruko)
3 | Show Rooma. Kecil (<120nf) a. 50.000
Motor/Mobil b. Sedang (120m3 s/d 240 m3) b. 75.000
c. Besar (Lebih dari 240 m3) c. 100.000
4 Rumah Bersalin/Klinika. Kecil (<120nf) a. 100.000
Bersalin b. Sedang (120m3 s/d 240 m3) b. 150.000
c. Besar (Lebih dari 240 m3) c. 200.000
5 | SPBU/Pom Bensin | aKecil (<4.000m) a. 100.000
b. Sedang (4000m3 s/d 5.000m3) | b. 150.000
c. Besar (Lebih dari 5.000 m3) c. 250.000

Sumber: Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2012

Tarif di atas hanyalah sebagian dari keseluruhanf teestribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup H#iabau untuk lebih lengkapnya

dapat dilihat pada pada bagian lampiran dalam ftiameini.
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4.2.3. Faktor Penghambat Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/
K ebersihan
Dijelaskan oleh Wa Ode Nur Anisa selaku penagitribesi persampahan/kebersihan bahwa
pengahambat dalam pemungutan restribusi pelayar@asampahan/kebersihan adalah
sebagai berikut:
1. Petugas lapangan yang melakukan penagihan masihdkur
2. Kesadaran masayarakat masih kurang dalam melakpembayaran restribusi
sampah.
3. Tidak ada sangsi yang tegas bagi wajib restribaisgytidak atau terlambat membayar
restribusi

“kebanyakan wajib restribusi sampah di Kota Baulmaelarikan penagihan dengan tidak
membukakan pintu, memberikan janji akan membayaplbdesok ternyata tidak di

bayar sehingga sering terjadi keterlambatan pembayarestribusi dan disaat para

wajib restribusi terlambat membayar restribusi hokatau saksi yang diberikan tidak
cukup efektif sehingga tidak memberikan efek jgi&a Ode Nur Anisa, 5 September
2022, pukul 10.35).

4.2.4. Pelaporan Retribusi Pelayanan Per sampahan/K eber sihan

Pelaporan restribusi pelayanan persampahan/keaersieh Dinas Lingkungan Hidup Kota
Baubau dilakukan oleh bendahara dengan mengisiabadara rekomendasi pendapatan
(BARP), mengisi laporan realisasi pertriwulan daengisi surat tanda setor yang akan di
tandatangani oleh Bendahara Penerima dan KepalasDimngkungan Hidup. Hal ini
dijelaskan oleh Syahril Darmah selaku Bendaharafea bahwa:

“untuk pelaporan restribusi dilakukan dengan benai@hpenerima mengisi berita acara
pendapatan (BAP) dan mengisi laporan realisasi fgtlan hingga tahunan dan
mengisi surat tanda setor yang akan di tandatangaleh Bendahara Penerima dan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup” (5 September 202y 09.10).

Laporan restribusi akan dipertanggungjawabkan kep®éhlikota Baubau. Hal ini
dijelaskan oleh Syahril Darmah selaku Bendaharafea bahwa:

“laporan ini akan dilaporakan setiap tahunya ke \itata Baubau” (5 September 2022,
pukul 09.15).

Dibawah ini dijelaskan bagaimana pelaporan mengerestribusi pelayanan
persampahan/kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hithip Baubau mulai dari berita acara
pendapatan (BAP), laporan realisasi triwulan daatsanda setor.

1. Berita Acara Rekomendasi Pendapatan
Hal pertama yang dilakukan dalam pelaporan resribupelayanan

persampahan/kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidaa Baubau adalah dengan

Volume 5 Nomor 1 — Juni 2023 | 202



Entries: Jurnal llmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon
ISSN (online): 2747-2779

membuat berita acara rekomndasi pendapatan. Bacdaa rekomendasi pendapatan
adalah berita acara yang berisikan jumlah pendapaiag diterima dari hasil penagiahan
restribusi pelayanan persampahan/kebersihan dafanahun. Digunakan untuk melihat
jumlah pendapatan dalam satu tahun dari restripelsiyanan persampahan/kebersihan
yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baw

Hal ini dijelaskan oleh Syahril Darmah selaku Bdrata Penerima bahwa:

“untuk membuat laporan restribusi pelayanan persahgn /kebersihan yang pertama
adalah membuat berita acara rekomndasi pendapafderita acara rekomendasi
pendapatan ini berisikan jumlah pendapatan yangeriita dari hasil penagiahan
restribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalatu dahun. Digunakan untuk
melihat jumlah pendapatan dalam satu tahun daririlessi pelayanan persampahan
/kebersihan” (5 September 2022, pukul 09.15).

Berikut berita acara rekomendasi pendapatan rastripelayanan persampahan
/kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baulyang diperoleh dari kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau.

Tabel 2 Berita Acara Rekomendas Pendapatan

BERITA ACARA REKOMENDASI PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2021
KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
. Register Surat Tanda Setoran
Nomor Tahun Uraian NomoregTS Jumiah Keterangan
1 29-01-2021 | Retribusi Persampaharp 192 Rp 95,388,000
2 26-02-2021 | Retribusi Persampaha¢ 483 Rp 92,107,000
3 31-03-2021 | Retribusi Persampaharb 823 Rp 113,451,000
4 29-04-2021 | Retribusi Persampahauﬁ 2033 Rp 99,876,000
5 31-05-2021 | Retribusi Persampaharb 3830 Rp 96,077,000
6 30-06-2021 | Retribusi Persampaharb 5100 Rp 106,041,000
7 30-07-2021 | Retribusi Persampaha¢ 6562 Rp 98,770,000
8 31-08-2021 | Retribusi Persampaharb 7897 Rp 100,995,000
9 30-09-2021 | Retribusi Persampaharh 9017 Rp 96,274,000
10 29-10-2021| Retribusi Persampahan 10296 Rp 104,175,000
11 30-11-2021| Retribusi Persampahan 12374 Rp 96,429,000
12 22-12-2021| Retribusi Persampahan 15225 Rp 100,575,000
Total Rp 1,200,158,000

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubabuta2021

Pada tabel tersebut diketahui bahwa setiap tahmasDLingkungan Hidup Kota
Baubau berita acara rekomendasi pendapatan yamgjkhar nomor, tahun , uraian,

nomor surat tanda setor, jumlah serta kererangan.
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2. Laporan Realisasi Triwulan
Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau akambuat laporan realisasi
triwulanan, Adapun laporan realisasi triwulan abalentuk evaluasi yang dilakukan
selama pelaksanaan program/kegiatan berlangsungagaebupaya perbaikan
berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kosailiau untuk dapat memenuhi
setiap sasaran program dan kegiatan sesuai dem@men perencanaan yang telah
disusun sebelumnya.
Hal ini dijelaskan oleh Syahril Darmah selaku Bdrata Penerima bahwa:

“Laporan realisasi triwulan adalah bentuk evaluaging dilakukan selama pelaksanaan
program/kegiatan berlangsung sebagai upaya perbatbarkesinambungan bagi Dinas
Lingkungan Hidup Kota Baubau untuk dapat memensliag sasaran program dan

kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yaafp gisusun sebelumnya’ (5

September 2022, pukul 09.11).

Berikut laporan realisasi triwulan Dinas Lingkundaidup Kota Baubau.

Tabel 3 Realisas Penerimaan Dan Penyetoran Uang

LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG
TAHUN ANGGARAN 2021
TRIWULAN 2021
(dalam satuan juta)
Penerimaan triwulan Penyetoran Triwulan Perbandingan
Target Antara Target Dan
No Ayat Uraian Anggaran | I m v | 0 m v Realisas
(Rp) Lebih Kurang
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peraturan Daerah No 17 Tahun
1 1.2.05 2012 Tentang Retribusi Pelayandn 1,200 300 602 898| 1,20 300 602 89B 1,2p0 -158
Persampahan / Kebersihan
JUMLAH 1,200 300 602 8994 1,20 300 602 898 1,400 -158

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubabuta2021

Pada tabel tersebut diketahui bahwa setiap tigentsékali Dinas Lingkungan Hidup
Kota Baubau laporan realisasi dan akan dilaporakakhir triwulan yang berisikan
jumlah penerimaan dan setoran setiap triwulannmyadimaksudkan agar walikota dapat
mengetahui berapa penerimaan dan yang telah diaetoieh Dinas Lingkungan Hidup
Kota Baubau, seperti yang dijelaskan oleh Syahaitniah selaku Bendahara Penerima
bahwa:

“kami membuat laporan realisasi setiap tiga bulagkali namun kami melaporkannya
diakhir tahun atau setahun sekali. Hal ini berguagar walikota ” (5 September 2022,
pukul 09.13).

Pada tabel di atas juga diketahui bahwa targeg ydiharapkan oleh Dinas

Lingkungan hidup dalam pelaksanaan pemungutanitresirpersampahan/kebersihan
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Kota Baubau pada tahun 2021 tercapai dapat ditiada tabel target anggaran dengan

penerimaan dan penyetoran.

Artinya pada tahun 2@2herimaan

restribusi

persampahan/kebersihan Kota Baubau tealh efekténkatarget tercapai. Hal ini juga
disampaikan oleh Syahril Darmah selaku Bendahamari®ea bahwa:

“target penerimaan restribusi di tahun 2021 itudapai sehingga sangat pantas di
katakana efektif” (5 September 2022, pukul 09.14).

3. Surat Tanda Setoran

Surat Tanda Setoran (STS) adalah surat yang dignnaktuk menyetorkan penerimaan

daerah yang diselenggarakan oleh bendahara pemeripeda walikota. Hal ini juga
disampaikan oleh Syahril Darmah selaku Bendahamari®ea bahwa:

“Surat Tanda Setoran (STS) adalah surat yang digganauntuk menyetorkan
penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendalpenerimaan pada
walikota” (5 September 2022, pukul 09.14).

Berikut Surat Tanda Setoran (STS) dari Dinas Limglan hidup Kota Baubau.

Tabel 4 Surat Tanda Setoran (STS)

PEMERINTAH KOTA BAUBAU
REGISTER SURAT TANDA SETORAN (STS)
SKPD : DINASLINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU
No | Nomor STS| Tanggal ST Tanggal Slip Uraian Jumlah Rupiah
Setoran Bank Ke Kasda
1 2 3 4 5 6
1 192 29-01-2021 29-01-2021 Retribusi Pelayanan Persampa 95,388,00(
2 483 26 - 02 — 2021 26 - 02 — 2021 Retribusi Relay Persampahan 92,107,000
3 823 31 - 03— 2021 31-03-2021 Retribusi Relap Persampahan 113,451,000
4 2033 29 - 04 — 2021 29-04 - 2021 Retribusiyrelan Persampahan 99,876,000
5 3830 31 - 05— 2021 31-05-2021 Retribusi yalan Persampahan 96,077,000
6 5100 30 - 06 — 2021 30 - 06 - 2021 Retribusi yalan Persampahan 106,041,000
7 6562 30 - 07 — 2021 30 -07 - 2021 Retribusi yelan Persampahan 98,770,000
8 7895 31-08 - 2021 31-08-2021 Retribusiyelan Persampahan 100,995,000p
9 9017 30 - 09 — 2021 30-09-2021 Retribusi yelan Persampahan 96,274,000
10 10296 29 -10- 2021 29-10-2021 Retribuayaman Persampahan 104,175,000
11 12374 30-11 - 2021 30-11-2021 Retribuayg@an Persampahan 96,429,000
12 15225 22 -12 - 2021 22 -12-2021 Retribuaya®man Persampahan 100,575,000
Jumlah 1,200,158,000
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Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidupta&Baubau tahun 2021

Pada tabel tersebut diketahui bahwa setiap tahnasOiingkungan Hidup Kota Baubau
melaporkan setoran bank setiap tahun ke Walikotakudilaporkan yang diisi pada Surat
Tanda Setor agar Walikota dapat melihat berapaajurghng telah disetor kebank, seperti
yang dijelaskan oleh Syahril Darmah selaku BendaRanerima bahwa:

“kami setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubmelaporkan setoran bank
setiap tahun ke Walikota untuk dilaporkan yangidiada Surat Tanda Setor agar
Walikota dapat melihat berapa jumlah yang telahethis kebank” (5 September 2022,

pukul 09.00).
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4.2. Pembahasan

Restribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatam Perda Kota Baubau No. 17 Tahun
2012, dimana restribusi pelayanan persampahan&ibbar merupakan pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian it@ntte yang khususnya disediakan dan
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingéradi atau badan. Pernyataan ini juga
dikatakan oleh Veronika Sari Den Ka (2022) yang ga¢akan bahwa pemungutan retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan di kota makassiiumpengenaan tarif retribusi

persampahan telah sesui dengan peraturan Wali Mateassar Nomor 56 Tahun 2015
tentang peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pegraaian/kebersihan. Artinya untuk

pemungutan restibusi pelayanan persampahan /ke@ersiiatur oleh peraturan daerah
setempat.

Yang menjadi subyek restribusi adalah orang pritsidu badan yang memperoleh
pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintaralda Yang diwajibkan untuk
membayar restribusi pelayanan persampahan/ kebarsithalah hotel, ruko, rumah makan,
showroom mobil/motor, SPBU/pom bensin, kategorihasaimah potong, apartemen, pasar,
minimarket/supermarket/pasar swalayan, restorannghksd, asrama/ dormotori/kos-
kosan/rumah susun, bar/diskotok dan sejenisnymjiriat/pelabuhan/Bandar Udara, sarana
olaraga, taman hiburan/rekreasi, sakit, rumah beyrsgoliklinik/balai pengobatan,
pendidikan, tempat pelatihan, perkantoran, tentpeddah/yaysan social, perumahan, gedung
pertemuan/pertunjukan/bioskop.

Tatacara pemungutan pajak restribusi adalah dedgaas Lingkungan Hidup dan
Kelurahan melakukan pendataan wajib restribusy kaenetapkan wajib restribusi pada
setiap keluarahan, pemungutan restribusi pelayaemsampahan/kebersihan setiap bulan
dilakukan oleh petugas pemungut restribusi yangetajikan oleh Walikota Baubau.
Dokumen yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidagelah karcis, pembayaran
restribusi harus dilakukan secara tunai, dilaksanaetiap bulan paling lambat tanggal 10,
jika belum dibayarkan maka penagih restribusi wajibnagih ulang, jika wajib distribusi
tidak membayar tepat waktu atau kurang membayaendikan sanksi administrasi berupa
denda 2% setiap bulan dari restribusi yang terutang

Penagihan restribusi pelayanan persampahan/kederakan kadarluarsa dalam jangka
waktu 3 tahun sejak terhitungan utang restribusiddduarasa penagihan akan diterbitkan
surat teguran. dan untuk piutang restibusi pershmrpgiebersihan tidak mungkin untuk
ditangih maka hak untuk membayar akan dihapusksmaselengan Perda Kota Baubau No.

17 Tahun 2012. Setelah melakukan penagihan kemuymtaagih mengisi Kotrol Setoran
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Bengol dan Kotrol Setoran Tunai yang akan di taauigdni oleh bendahara penrima dan
penagih, lalu setiap bulan akan melakukan perekppaagihan.

Pengahambat dalam pemungutan restribusi pelayasaarppahan/kebersihan adalah
kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi &islaer secara teratur belum maksimal,
tingkat pelayanan pengelolaan persampahan belunsimalk belum efektifnya pemberian
sanksi terhadap elanggaran hukum kebersihan, ieygméleterlambatan dalam pengangkutan
sampah, dan minimnya biaya operasional pemeliharBiajma, Awar F. Ramadan, Dedi
Kusuma (2019) dalam penelitiannya juga mengatakamvh terdapat beberapa kendala
seperti cukup banyaknya masyarakat yang tidak memabrayar retribusi kebersihan dan dari
pihak pemerintah sendiri masih kurang tanggap dafaemindak hal ini dikarenakan
pemerintah kurang tegas dalam memberikan landadganhkepada masyarakat terkait.

Pelaporan restribusi pelayanan persampahan/keaersieh Dinas Lingkungan Hidup
Kota Baubau dilakukan dengan bendahara penerimagisieberita acara rekomendasi
pendapatan (BARP) dan mengisi laporan realisasiiwatan dan mengisi surat tanda setor
yang akan di tandatangani oleh Bendahara Peneam&eépala Dinas Lingkungan Hidup.

Target yang diharapkan oleh Dinas Lingkungan hidalam pelaksanaan pemungutan
restribusi persampahan/kebersihan Kota Baubau tadd@a 2021 tercapai dapat dilihat pada
tabel target anggaran dengan penerimaan dan peayetédrtinya pada tahun 2021
penerimaan restribusi persampahan /kebersihan Ratghau tealh efektif karena target
tercapai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasniva, Abkdra Hamzah (2013) juga
memperoleh hasil bahwa potensi penerimaan retrjirlayanan persampahan/ kebersihan di
Kota Banda Aceh telah efektif.

5. KESSMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, magsinkpulan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Restribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatam Perda Kota Baubau No. 17
Tahun 2012. Pemungutan restribusi sampah di Kotdbo&adilakukan dengan cara Dinas
Lingkungan Hidup dan Kelurahan melakukan pendataeajib restribusi, lalu
menetapkan wajib restribusi pada setiap keluarapamungutan restribusi pelayanan
persampahan/kebersihan setiap bulan akan dilakaldn petugas pemungut restribusi
yang ditetapkan oleh Walikota Baubau. Denagn memajgan dokumen berupa karcis

yang pembayarannya harus dilakukan secara tunlaksdnakan setiap bulan paling
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2)

lambat tanggal 10, jika belum dibayarkan maka pinegstribusi wajib menagih ulang,
jika wajib distribusi tidak membayar tepat waktawakurang membayar dikenakan sanksi
administrasi berupa denda 2% setiap bulan darribast yang terutang. Penagihan
restribusi pelayanan persampahan/kebersihan akdarlkarsa dalam jangka waktu 3
tahun sejak terhitungan utang restribusi. Kadaksam@enagihan akan diterbitkan surat
teguran. dan untuk piutang restibusi persampahberkidan tidak mungkin untuk
ditangih maka hak untuk membayar akan dihapusksmaselengan Perda Kota Baubau
No. 17 Tahun 2012. Setelah melakukan penagihan diempenagih mengisi Kotrol
Setoran Bengol dan Kotrol Setoran Tunai yang akiatamdatangani oleh bendahara
penrima dan penagih, lalu setiap bulan akan mekakplerekapan penagihan.

Pelaporan restribusi pelayanan persampahan/kebersileh Dinas Lingkungan Hidup
Kota Baubau dilakukan dengan bendahara menerimgpaek penagihan lalu mengisi
berita acara rekomendasi pendapatan (BARP), melagisran realisasi pertriwulan dan
mengisi surat tanda setor yang akan di tandatamdgimiBendahara Penerima dan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian akan dipertanggjawgabkan kepada pemerintah

daerah khusunya Walikota Baubau.

6. SARAN

Dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil peneiitiai, maka dapat diberi beberapa saran

sebagai berikut:

1)
2)

3)

Disarankan agar masyarakat dapat membayar uangusetkebersihan tepat waktu.
Dinas Lingkungan Hidup disarankan agar pegawai maygetugas pemungut retribusi
kebersihan hendaknya selalu memberikan kegiatanalisasikepada masyarakat
sehingga masyarakat tau tentang kebijakan yangdibledh Pemerinta Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusieis#ian sehingga masyarakat
mengerti bagaimana manfaat dari retribusi kebensitegi masyarakat dan apa sanksi
yang mereka dapat jika tidak membayar uang refritt@ebersinan. Dan juga bagi
masyarakat yang tidak mau membayar retribusi kdimrsendaknya diberikan sanksi
yang tegas.

Pemerintah Daerah Kota Baubau juga seharusnya dsgratediakaninvestasi peralatan
kebutuan dalam pelayanan persampahan secara rdesat@é|p kelurahan sehingga tidak
ada masyarakat yang tidak mendapatkanpelayanaanmeaban dari pemerintah. dan

truk sampah dapatmengangkut sampah ke masyarakat.
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